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DPR, MKMK, dan Hakim
Konstitusi vang Bermartabat

Susi Dwi Harijanti
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Rabu. 18 I'ebruari 2020,
Komisi T DPR
menggelar rapatl dengar
pendapat dengan
MKAMK. Publik
memandangnya bukan
rapal dengar pendapal,
melainkan
‘pemanggilan’ dan
memperlihatkan
intervensi terhadap
kerja Kerja MKMK.

al ini tak pernah terjadi sebe-
H]umn_m. Pertanyvaan mendasar-
nyn, apakah DPR betul-betul
menghendaki  Mahkamuah  Eonstitusi
rl\‘]h) wing bermartabat yang tecermin

hermart :lh:i 1?7

Soat memulal rapat dengar pendapat,
KHetua Komisi T menyampaikan pee-
manggilan Majelis Kehormatan Mal-
kamzsh Konstitusi (MEME) didasarkan
pada Pasal 20A UUD 1945 yvang meng-
atur fungsi le i, anggaran, dan peng-
awasan DPR (Kompas, 19/2/2026). Huw-
pir dapal dipastikan dalam hal ini DPR
mendasarkon poada fungsi pengowasan
clan herdalib melaksanakan pengawasan
terhadap jolannya UU MK, yane di da-
Tamnya mengatur tenbang MEKME. Per-
tanvannnyn, apakah MEME menjadi ob-
ek pengawasan DPH?

Scbagal lembaga pelitik, pengawasan
DPH meropakan pengswasan politik,
Oleh karena it ruang lingkup dan me-
Tanisme pengawasan haros dislur secara
tegas untuk menghindavkan terjadinya
misge hahkan abose sanl DPR me-
lakeanakan fangsinya. Fungsi pengawas-
an lembaga politik terhalas pada peng-
awasan yong bersitat kebijakon (palicy).
Tidak semestinya DIPR mengontrol me-
kanisime  kerja. Perlo  dicatat,  fung-
si-fungsi PR—di mana saja—dapat di-
gunakan oleh kelmatan politik di DPR
untuk menekan atau melakukan kom-
promi politik, ballkan schagal alat meny
peraleh keuntumgan politik (Manan,
2022).

Jika tunduk pada paham konstitusi
sebarusnya DPR secara sadar menahan
diri untuk tidak menggangie indepen-
densi lembaga vang didivikan dengan
tujuan ulama menjaga integritas lem-
baga. MEME dibentuk untuk memas-
tikan para hakim konstitusi ad
jabat negara yang melaksan:

kuasaan kehakiman yang memiliki in-
Leg dan kepribadian yang tidok tu—
cela, adil, dan negarawan dalam ra

mewujudkan cita negara bukum dan
demokrasi demi kehidupan kelsangsaan
dan kenegaraan yang bermartabat,
Pengisian jabatan yang cacat

Muneulaya laporan pengaduan dari
akademisi dan praktisi yong tergibug
thalam CALS ke MEME tanggal 6 Feb-
g 2026 tak lepas dari prosedur peng-
islan yvanyg bBertentangan dengan UTTD
1945 serta ULT MK, Pasal 240 Ay
LTI 1945 menentukan bahwa
konstitusi harus memiliki integritas dan
kepribadian vang tidak e reela, adil, ne-
BOTORANL Yaug methguasal konstitusi don
ketatanegaraan, serta tidak merangkap
sebagai pejobat negorn

Secard kualital it syarat-syaral ity sa-
ngat penting. N, penerapaiya do-
sk sangat subyektif dban mudah
Imanipulasi serta dapat menin-
bulkan  kesewenang-wenangan  hadan
atau pejabat yong berwenang melakukan
seleksi (Manan, 200240

Agar terpilih hakim konstitusi vang
memenuhi syarat-syarat tersehol. pro-
sedur p{m]lunn nwtund: songat penting.
Meminjam pendapat Hanswijaya (1983,
secora wmum pengision jabatar dapat
dilakukan dengan dua cara, vaito cara
autokrasi atau otoriter don cara de-
makrasi. Dikatakan avtokoasi abao olo-
riter apabiln pengisian dilakukan oleh
sekelnmpok kevil pemegang kekuasaan
don calon berasal dard lingkungannya
sendirh. Dengan demikisn, dupat dipas-
dkan cora pengisian vang otoriter ini
menjauhkan dan meniadskan keikut-
sertaan rakvat. Schaliko ara. peng-
isizan vang demokatis mendekatkan dan
memakeimallkan partisipasi L:d.yn ka
rena  didasrkan pada asumsi hahwa
ddak ada wrusan negara vang luput dari
jangkauan dan kendali rkyat,

Sesunggubnya, UU ME telabh meng
atur prinsip-prinsip yang harus ditaati,
Meski tata cara scleksi. pemilihan, dan

SUPIITANTH

pengajuan diserahkan  kepoada ma-
sing-masing lembagn pengusul, keselu-
rubannya harus lundiak pada prinsip
obyektif, akuntabel, transparan, dan ter-
buka, Apar o masyarakal memiliki ke-
sempatan untuk ikut serta memberi
masukan atas calon, calon hakim kon-
stitusi dipublikosikon di media massa,
baik cetak muupun elekironike Dengan
demmikian cora pengisian yang autekratis
dtau oloriter fersebul dide mokratisa-
sikan melalul prinsip-prinsip transpa-
obyyektif, dan akontabel,
Yong terjadi, proses pengisian vong
menghasilkan Adies Kadic tampak ber-
nuansa politik, mengedepankan kepen-
tingan-kepentingsn institusi PH, dan
wang lebih mendasar tidak tunduk pada
prinsip-prinsip yang telah ditentukan
oleh UL ME. “Law b as a low
breaker’ sangl nviata lerlihat,
Pertomyaan dan kritik raloat tidak
eubup dijawab dengan mengatakan bah-
wa DPR berwenang memilih hakin kon-
stitusi. Bagi rakyvat, ukoran pejabal me-
Iaksanakan woewenang dengan bailk apa-
hila pejabuat tersebut telah melaksanakan
sejumlal kewajiban yvang diabur daLam
undang-undang, Dalam konteks
Kadir, lagi-lagi para anggota DPR tidak
melaksanskan kewajibannya Karena
itw. rakwvat bolely berpendapat telal ter-

Jaeli penyalahpunaan wewenang, bahkan

SoWenang-wenag.
Kehadiran MKMK

Ialam sebuah megara hukum v
demokratis. adalah halke tiap Hap orang
untuk ‘'memperkarakan’ negara, haik se-
cara yvudisial waupun non-yudisial. Ke

tika dibadapkan pada kenyataan habwa
pengisian hakim konstitusi telah dipo-
li warga negara dapal  mengo-
nakan berbagai lolum) g tersedia un-
Tuk menvampaikan keberatannya, Apa-
kah keberatan tersebut dikabulkan atau
ik, itu soal Lain

Dralam dengar pendapa ra anggots
Komisi T me m[:.rl.im.lkan WEWETIANE
MEMEK untuk menerima laporan dan
memeriksa dugsan pelanggaran elik
oleh Adies Kadir, Bahkan, ada searang
anggrola vang meminta agar MEKME
menjelaskan mekanisme pemeriksaun,

Sejalinya, perlanyaan- perlanyaan
vong digjukan menunjukkan  ketidak-
pabaman terbadap fungss. wewenang,
dan mekanisme kerja MEME. Dalam
prakiik, MEMK pernah memeriksa Tla-
kim Konstitusi Arsul Sani tentang la-
;1(|r.m ijuzah palsu vang digunakan se-
syarat soat mn_m.\Joukml menjadi
1 konstitush Artinya, ada presedien
1K pernah menangani perkara de-
ngun abyeknya sebelum seseormmy men-
Ja.dl hakim kenstitusi dan berkenaan
dengan syaral-syarat.

OHeh kavena it pemeriksaon MEME
terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir
tidak boleh dinrtikoan telab ‘merendali-
kan' DPH karena beberaps anggota DPR
menyatakan  memiliki atribusi wewe-
rusng abari LT 1945, sementara MEME
atribusi dari UL ME. Dengan nalarnya.
mereks bersngpupan bahwa DPR ber-
kedudukan lebiby tingei dari MEME
Lapiran dugasn pelangaon etk Ler-
schut tidak bclk{'m"m dengan atribusi
mana yang lebih tinggi, melsinkan haros
dibaca dan dipalaimi babwa  rokvat
mengajukan keberalannys  melalui
MEMEK karcna rakvat menginginkan
memiliki hakim-hakim konstitusi yang
bermartabat  dan  berintegritas  tinggi
yang mampu memainkan peran sebagai
puuag.l konstitusi., pelindung  hak-hak
asasi, dan bukan sebagai aklor politik
vang mewalkili lembagn politik,

Harus disadan berbuagai pelangiaran
etilka dan lhwkum vang bersifat sangat
mendasar dapat menyebablkan wibawa
negara dipermasalahdcan oleh rakgrat.
Karena itu, kemampuan dan keberhs
silan. MEMEK untuk memastikan
hatditan  hakim-hakim  konstitusi yang
bermartabat dan berintegritas pada da-
sarnya akan mem perkuat wilawa negan
di hadapan rakvatmva
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